
 

 
 
 
 
 
 

 

BUPATI KEBUMEN  

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  

NOMOR   19    TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102  

TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI KEBUMEN, 
 

Menimbang   : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan 

identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, telah 

dibentuk Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 

2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk 

mempedomani pelaksanaannya; 

b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai 

penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas, 

perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 

Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang 

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kebumen; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

SALINAN 



 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4450);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 



 

Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 183); 

 

MEMUTUSKAN :     

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102 TAHUN 2021 

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN. 

 
Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2021 Nomor 102) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 10 

 
Pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada Upacara Hari 

Jadi Kabupaten Kebumen dan/atau upacara/kegiatan 

lainnya. 

 

2. Ketentuan ayat (8) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 16 
 

(1)  Jenis Pakaian Dinas PPPK meliputi:  

a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;  

b. PDH batik atau pakaian adat khas Daerah atau 

koko/kebaya; dan  

c. pakaian olahraga.  

(2)  PDH kemeja putih dan celana/rok hitam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan 

Rabu.  

(3)  PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.  

(4)  PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

adalah batik Kebumen.  



 

 

(5)  Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan 

pada hari Jumat pada jam krida olahraga sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(6)  PDH koko/kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

digunakan pada hari Jumat dipakai setelah jam krida olahraga dan/atau 

kegiatan lainnya.  

(7)  Bagi PPPK pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja 

menggunakan PDH batik Nasional pada hari Sabtu.  

(8)  Pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

digunakan pada Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan/atau 

upacara/kegiatan lainnya. 

 

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 17 

 

(1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:  

a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;  

b. papan nama;  

c. akronim nomenklatur Perangkat Daerah;  

d. nama Pemerintah Daerah;  

e. lambang Daerah; dan  

f. tanda pengenal.  

(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:  

a. tanda pangkat;  

b. tanda jabatan;  

c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;  

d. papan Nama;  

e. nama Pemerintah Daerah;  

f. lambang Daerah; dan  

g. tanda pengenal.  

(3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:  

a. tanda pangkat;  

b. tanda jabatan;  

c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;  

d. papan nama;  

e. nama Pemerintah Daerah; 

f. lambang Daerah; dan  

g. tanda pengenal.  

(4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:  

a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;  

b. papan nama;  

c. akronim nomenklatur Perangkat Daerah;  

d. nama Pemerintah Daerah;  

e. lambang Daerah; dan  

f. tanda pengenal.  

 

 

 

 



 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

 
Ditetapkan di Kebumen  

pada tanggal 26 April 2023 
 

BUPATI KEBUMEN,  
 

ttd. 

 
ARIF SUGIYANTO 

 
 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 26 April 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 

 

ttd. 

 

AHMAD UJANG SUGIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 19 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH  KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

AKHMAD HARUN, S.H. 

Pembina Tk. I 

NIP 19690809 199803 1 006 

 
 


